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Niat Baik Kembalikan

Uang Daerah Diapresiasi

Syafrullah Lukman

Dana Pengembalian Hasil

Temuan BPK Belum Lunas

DONGGALA - Dua man-
tan pejabat di Kabupaten
Donggala atas nama Hasan
Basri dan Rasyid Zainuddin
dinilai memiliki niat yang
baik untuk mengembalikan
kelebihan pembayaran ga-
ji mereka ke kas daerah.
Bahkan Hasan Basri telah
mengembalikan sebe-
sar Rpl0 juta, meskipun
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Penegakan Hukum Bukan
Kewenangan Inspektorat

Sambungan dari hal 20

berdasarkan temuan BPK,
bahwa telah terjadi kele-
bihan pembayaraan sebe-
sar Rp210 juta lebih untuk
dua pejabat tersebut, di-
mana Hasan Basri harus
mengembalikan dana sebe-
sar Rp119,7 Juta lebih dan
Rasyid Zainuddin sebesar
RpY90,4 juta lebih.

Inspektur Inspektorat
Kabupaten Donggala, Ir
H Syafrullah Lukman MSi
mengatakan, dalam 60 hari
yang diberikan waktu, me-
mang belum lunas dari
pengembalian  keduanya,
tapi setidaknya niat dan ke-
seriusan keduanya untuk
mengembalikan sudah ter-
lihat. Bahkan Hasan Basri
telah mengembalikan Rp10
juta. “Tidak bisa juga dipak-
sakan dalam 60 hari harus
dikembalikan  semuanya,
yang dilihat itu, ada niatan
baik atau tidak, dan ternyata
ada,” jelasnya kepada Radar
Sulteng, Sabtu (29/8) pekan
kemarin.

Untuk Rasyid Zaidddin,
lanjut Syafruilah, memang
belum ada satu rupiah yang

dikembalikan, tapi setida- -
knya juga, yang bersangku-
tan ada niat untuk mengem-
balikan dana itu, sehing-
ga pihaknya memberikan
apresiasi positif. “Nanti ju-
ga akan dipotong langsung
dari gaji pensiun mereka,”
jelasnya.

Yang pasti terang dia, pi-
haknya akan mengawal
langsung proses pengem-
balian itu. Begitu juga da-
na KONI terang Syafrullah,
bahwa dana sebesar Rp76
juta yang tidak memiliki
pertanggungjawaban, ba-
ru dikembalikan sekitar
Rp8 Juta. Padahal KONI
Donggala harus mengem-
balikan seluruh dana terse-
but yakni sebesar Rp76 juta.
“Dana itu harusnya untuk
pelunasan pembelian mo-
tor untuk keperluan Porprov
di Poso, tapi motor ditarik
dealer, karena tidak diluna-
si, makanya dananya harus
dikembalikan ke kas dae-
rah,” jelasnya.

Sementara untuk veri
kasi dana sebesar Rp452,9
Juta yang juga dikelola oleh
KONT Donggala, yang men-
jadi temuan BPK karena ti-
dak diyakini kebenaran

bukti pertanggungjawa-
bannya, kata Syafrullah
Lukman, tidak ditemukan

masalah, karena ternyata
dananya digunakan den-
gan benar. Hanya saja ber-
masalah pada kuitansi pem-
belian, dimana dalam kui-
tansinya tertera nama toko
di Jakarta. Sementara pen-
gurus KONI tidak pernah
melakukan perjalanan dinas
ke Jakarta, sehingga terke-
san fiktif.

“Setelah diverifikasi,
ternyata yang membeli di
Jakarta adalah pihak toko
di Palu, tapi tetap menggu-
nakan nota toko di Jakarta,
sehingga ini tidak ada ma-
salah,” jelasnya.

Terkait rekomendasi
DPRD Donggala agar temuan
BPK itu dibawah ke ranah
hukum, baik masalah KONI
maupun kelebihan kelebi-
han pembayaran gaji untuk
pegawai yang sudah pensi-
un, Syafrullah mengaku, bu-
kan wewenang inspektorat,
karena hal itu sudah menjadi
ranah pen hukum.
“Kalau untuk penegakan hu-
kum, bukan lagi kewenangan
kami di Inspektorat,” tandas-
nya.(fer) -




